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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

.

BUPATI KENDAL,

bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal, maka sesuai Nota Dinas Kepala Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah tanggal 3 Agustus 2020
Perihal Mohon Asman Konsep Peraturan Bupati tentang
Penyusunan Analisis Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal perlu
mengatur penyusunan analisis jabatan dan analisis beban
kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5194);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tcentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan
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Menetapkan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
R0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
26);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pecrangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabutaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.l, Tambahan
Lembaran Daerah Kabuptaen Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN ANALISIS

JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
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10.

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina  kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai
ASN dalam suatu satuan organisasi.

. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang mempunyal kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan,

pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi
informasi jabatan.

. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan

pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan
fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi
dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling
tinggi.

Analisis Beban Kerja adalah teknik menajemen yang
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi
mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah adalah
sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan
secara lebih tepat dan akurat di lingkungan Pemerintah
Daerah.

(2) Tujuan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah adalah
sebagai dasar untuk :

Penataan kelembagaan dan kepegawaian;
Perencanaan kebutuhan pegawai;
Perencanaan pelatihan dan pendidikan pegawai;

Penetapan Standar Kompetensi Jabatan;

a
b
c
d. Penyusunan sasaran kerja pegawai;
e
f. Penetapan kelas jabatan; dan

g

Pengawasan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan

sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian
jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN.



(2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan

meliputi :

a. Identitas jabatan;
b. Ikhtisar jabatan;

c. Kualifikasi jabatan;
d. Tugas pokok;

e. Hasil kerja;

f. Bahan kerja;

g. Perangkat kerja;

h. Tanggung jawab;

i, Wewenang;

j. Korelasi jabatan;

k. Kondisi lingkungan,;
1. Resiko bahaya;

m. Syarat jabatan;

n. Prestasi kerja; dan

o. Kelas jabatan.

(3) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4

Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim
Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan
oleh PPK.

BAB IV
PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

(1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan
pemerintah daerah dilaksanakan oleh unit organisasi
administrator yang secara fungsional membidangi
analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan
analisis beban kerja pada masing-masing Instansi
Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk
Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja.

(3) Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja adalah mengumpulkan data, menyusun

informasi  jabatan, memuverifikasi data, serta
mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu satu
tahun.

(4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim
Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 September 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA
Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 68

Mlﬂap sesuai dengan aslinya,
N KEPAT.-A BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

A

NUR FUAD, S.H., M.H.
e Ferribma Tk I
NIP 19700215 199003 1 006




